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ABSTRAK 

 

Fadila, 2023. “Evaluasi Kebijakan Dalam Menunjang Transparansi Informasi 

Publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten 

Poso”. Dibimbing oleh Abd. Khalid Hs.P dan Abdul Malik Saleh 

 

Kata Kunci :  Evaluasi Kebijakan,Transparansi Informasi Publik, Dana Desa 

 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui evaluasi kebijakan dalam 

menunjang transparansi informasi publik (studi dana Desa) di Desa Lape 

Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transparansi informasi publik (studi dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso 

Pesisir Kabupaten Poso. Sampel yang digunakan sebanyak 13 responden. Jenis 

penelitian adalah deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini data 

primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis menurut pendekatan 

deskriptif kualitatif, teknik ini menggambarkan evaluasi kebijakan dalam 

menunjang transparansi informasi publik di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir 

Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi 

publik Desa Lape sangat transparan berkat tersedianya aksesibilitas dokumen 

serta kelengkapan, kejelasan, dan kemudahan bagi masyarakat secara keseluruhan 

untuk mengakses informasi dengan memasang baliho/papan informasi di kantor 

desa. Pemerintah Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir mengelola dana desa sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melibatkan masyarakat 

sejak tahap perencanaan hingga penyampaian hasil pembangunan. Ada dua faktor 

yang mempengaruhi transparansi informasi publik di Desa Lape, yaitu: faktor 

internal adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang efektif; dan faktor 

eksternal adalah sarana prasarana informasi yang belum digunakan dengan 

memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, desa merupakan level terendah dari struktur politik. 

Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, peran, tanggung jawab, dan 

kontribusinya menempati posisi strategis. Namun, seberapa siap desa 

mengelola sistem pemerintahannya untuk membangun pembangunan yang 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta melibatkan masyarakat dalam 

menjalankan pemerintahan akan sangat mempengaruhi hal tersebut. 

Dalam pemerintahan sekarang ini, transparansi atau keterbukaan 

informasi publik merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Agar 

masyarakat dengan mudah mengetahui dan memahami proses pelayanan baik 

diminta maupun tidak diminta, Putra (2017) menegaskan bahwa keterbukaan 

mengandung pengertian bahwa prosedur atau cara persyaratan unit kerja 

pejabat yang bertanggung jawab atas waktu penyelesaian pelayanan, rincian 

waktu atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan, 

harus diinformasikan secara terbuka. 

Sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki 

akses atau kebebasan untuk menerima informasi tentang bagaimana 

pemerintah dijalankan dan dikelola dengan membuka akuntabilitas dan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dengan dibukanya 

akses publik terhadap informasi, diharapkan pemerintah akan terdorong untuk 
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bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik yang 

bersangkutan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. 

Akibatnya, dapat mempercepat pelaksanaan pemerintahan yang transparan 

dalam upaya menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), 

(Kristiyanto, 2016:232). 

Untuk menjamin keadilan dan ketelitian, proses pembuatan dan 

penegakan hukum serta keterbukaan perencanaan yang terkait dengan 

pembangunan dilengkapi dengan peran masyarakat secara langsung, 

(Asshiddiqie, 2011:25). Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan diharapkan 

masyarakat dapat terdorong untuk berperan serta dalam pembangunan, 

khususnya pembangunan desa, melalui undang-undang ini. 

Pemerintahan desa adalah suatu bentuk pemerintahan daerah yang 

diselenggarakan oleh kepala desa dengan dibantu perangkat desa. Agar dapat 

berfungsi dengan baik, pemerintah desa harus menyadari tanggung jawab 

utamanya. Pemerintah desa sangat berperan dalam pembangunan desa dan 

dapat melaksanakan program-program yang telah direncanakan secara efektif 

dan efisien dengan kinerja yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

transparansi dalam pembangunan desa harus dilaksanakan secara memadai. 
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Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan desa. Menurut Pasal 

3 pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

desa untuk kepentingan seluruh rakyat. Fakta bahwa mayoritas penduduk 

Indonesia tinggal di desa dan bahwa komunitas ini menjadi landasan 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berarti bahwa desa memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Negara Indonesia. Dengan memperhatikan 

kebutuhan dasar, peningkatan fasilitas, pengembangan infrastruktur desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan lingkungan dan 

sumber daya alam secara bijak, pembangunan desa ini bertujuan untuk 

mensejahterakan desa serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat. 

Tujuan pembangunan adalah untuk memajukan umat manusia. 

Pembangunan biasanya terkait dengan memperoleh dan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi. Pembangunan adalah pemenuhan keinginan untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Kata perubahan, kemajuan, pemenuhan 

kebutuhan, dan peningkatan martabat dan harga diri digunakan untuk 

menjelaskan konsep pembangunan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada 

pembangunan fisik tetapi juga memerlukan pembangunan yang holistik atau 

utuh. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat meningkatkan 

potensi masyarakat untuk menapaki tangga sosial dan memperoleh 
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pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memanfaatkan dan 

mewujudkan sepenuhnya setiap potensi di wilayahnya masing-masing. 

Tingkat keterlibatan masyarakat yang terbaik diperlukan agar tujuan ini 

diharapkan dapat tercapai. 

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan 

pembangunan desa adalah transparansi keuangan dalam pemerintahan desa. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 

Tahun 2014 Pasal 2 tentang Dana Desa yang dikelola secara tertib, patuh 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, 

transparan dan bertanggung jawab dengan berhati-hati untuk rasa keadilan 

dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 

2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Dana desa, yang akan dikelola oleh masing-

masing desa, akan diterima secara bertahap, merupakan anggaran tambahan. 

Aliran pendapatan setiap desa dapat tumbuh dengan bantuan Dana Desa. 

Peningkatan kontribusi pemerintah terhadap pendapatan desa dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. 

Kesesuaian tahapan pengelolaan dana desa harus berpedoman pada 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana mulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa harus dilakukan. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan prinsip 
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pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan 

dianggarkan dalam APB Desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan 

dengan penerimaan dan pengeluaran desa dengan menggunakan rekening 

desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bagian keuangan, 

pelaporannya adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB 

Desa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan 

pertanggungjawabannya realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran 

kepada Camat. 

Desa Lape yang berada di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso 

menjadi subyek penelitian ini. Desa Lape terus mengembangkan potensinya 

dengan berupaya mematuhi aturan demi terciptanya tatanan pemerintahan 

yang baik. Dana Desa Lape pada tahun 2022 sebesar Rp. 739.861.000,-. 

Tentunya Pemerintah Desa Lape harus mampu mempertanggungjawabkan 

penggunaan uang tersebut guna sebagai alat kontrol, mencegah 

penyalahgunaan, dan meningkatkan kinerja sebagai contoh tata pemerintahan 

yang baik. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Lape pada observasi 

awal yang dilakukan peneliti pada bulan April tahun 2023 mengenai 

transparansi dalam proses perencanaan pembangunan, telah ditetapkan bahwa 

Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat tahunan yang dikenal dengan 

Musrenbangdes atau Perencanaan Pembangunan Desa yang membahas 
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rencana dan jadwal kerja tahun yang akan datang. Musrenbangdes dihadiri 

oleh pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat serta beberapa orang 

yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. 

Pemerintah Desa Lape mengelola penerimaan dan penyaluran Dana 

Desa Lape pada tahap pelaksanaan melalui rekening kas Desa Lape. Selain 

itu, Kepala Keuangan bertanggung jawab atas prosedur administrasi. Kepala 

Desa Lape merealisasikan pelaksanaan APB Desa yang disampaikan kepada 

Camat setiap akhir tahun anggaran, sebagai bagian dari proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Selain itu, sebagai bagian dari proses transparansi, 

Pemerintah Desa Lape memasang baliho di depan kantor desa untuk 

memberitahu warga tentang peneglolaan APB Desa Lape. 

Karena informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak 

mencakup kegiatan yang belum dilaksanakan dan kegiatan yang tidak 

dilaksanakan, dan juga tidak ada alamat pengaduan, pengamatan awal peneliti 

mengungkapkan bahwa asas tansparansi belum sepenuhnya dilaksanakan. 

Sedangkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71 menyebutkan bahwa 

“Informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat: 

laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum 

selesai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa anggaran, dan alamat 

pengaduan. 

Berdasarkan permasalahan diatas mendorong minat peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap Transparansi Informasi Publik. Oleh karena 
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itu peneliti mengangkat judul “Evaluasi Kebijakan Dalam Menunjang 

Transparansi Informasi Publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape 

Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”. 

B.  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pembahasan diatas maka rumusan masalah dari 

pembahasan tersebut adalah: 

1. Bagaimana evaluasi kebijakan dalam menunjang transparansi informasi 

publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir 

Kabupaten Poso? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi Publik 

(Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso? 

C.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan dalam menunjang transparansi 

informasi publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso 

Pesisir Kabupaten Poso. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi 

informasi publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso 

Pesisir Kabupaten Poso. 

 

 



 

 

8 

 

2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Akademis: 

a. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan persiapan 

skripsi, sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi tujuan studi 

program sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Univesitas Sintuwu Maroso. 

b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai studi banding. 

2. Secara Praktis: 

Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

bagaimana terlibat dalam pembangunan desa Lape dan mewujudkan 

masyarakat sejahtera baik secara sosial maupun ekonomi. 
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